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Judul Mata Kuliah
:
Hukum Acara PTUN

Nomor Kode / SKS
:
HKA 302 / 2

Deskripsi Singkat
:
Mendalami pemahaman mengenai hakekat dan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara, lingkup kewenangan PTUN, prinsip – prinsip dasar dalam beracara di pengadilan TUN, serta tindak lanjut dari sebuah Putusan Pengadilan TUN.

Tujuan Instruksional Umum (TIU) 
:
Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang memadai untuk dasar beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.
	No.
	TIK
	Pokok Bahasan
	Sub Pokok Bahasan
	Estimasi Waktu
	Kepustakaan

	1.
	Mhs dapat memahami dan menjelaskan eksistensi PTUN dan karakteristik HAPTUN 
	Eksistensi PTUN dan Karakteristik HAPTUN
	1.1. Hakekat dan Tujuan Keha- diran PTUN dalam Sistem Peradilan di Indonesia;
1.2. Perbedaan antara PTUN dengan Peradilan Perdata;

1.3. Karakteristik / Asas – asas HAPTUN

	100 menit
	1 s/d 10

	2.
	Mhs dapat memahami dan menjelaskan lingkup kewenangan mengadili PTUN 
	Kompetensi PTUN
	2.1 Kompetensi Absolut;

2.2 Kompetensi Relatif
	100 menit
	1 s/d 10

	3.
	Mhs dapat menjelaskan alur penyelesaian sengketa TUN
	Alur Penyelesaian Sengketa TUN
	3.1 Upaya Administratif

3.2 Gugatan Langsung Melalui Pengadilan TUN
	100 menit
	1 s/d 10

	4.
	Mhs dapat menjelaskan prinsip – prinsip dasar tentang gugatan TUN 
	Gugatan
	4.1 Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

4.2 Surat Kuasa;

4.3 Elemen – elemen (unsur –unsure) surat gugat;

4.4 Alasan Mengajukan Gugatan
	200 menit
	1 s/d 8, 10

	5
	Mhs dapat menjelaskan perihal penundaan pelaksanaan KTUN.
	Penundaan Pelaksanaan KTUN (Keputu- san Tata Usaha Negara)
	5.1 Kriteria Penundaan Pelaksanaan KTUN;

5.2 Penetapan penundaan pelaksanaan KTUN
	100 menit
	3 s/d 6, 8,10

	6
	Mhs dapat menjelaskan tata cara pemeriksaan administratif  oleh panitera PTUN
	Pemeriksaan Administratif
	6.1 Prosedur Pemeriksaan Administratif;

6.2 Kriteria dalam pemeriksaan administratif 
	100 menit
	3 s/d 8, 10,11

	7
	Mhs dapat menjelaskan proses pemeriksaan persiapan
	Pemeriksaan Persiapan.
	7.1 Hal – hal yang perlu diperiksa dalam Pemeriksaan Persiapan;

7.2 Penasihatan yang dilakukan oleh hakim dalam pemeriksaan persiapan
	100 menit
	3 s/d 8, 10,11

	8
	Mhs dapat menjelaskan proses pemeriksaan dengan Acara Biasa
	Pemeriksaan dengan Acara Biasa
	8.1 Gugatan , jawaban, replik, duplik;

8.2 Pembuktian;

8.3 Kesimpulan.
	100 menit
	2 s/d 6, 8,10

	9
	Mhs dapat menjelaskan proses pemeriksaan dengan acara cepat dan singkat 
	Pemeriksaan dengan Acara Cepat dan Acara Singkat.
	9.1 Acara Cepat;

9.2 Acara Singkat
	100 menit
	3 s/d 6, 10

	10
	Mhs dapat menjelaskan berbagai macam putusan yang akan dijatuhkan hakim, termasuk elemen sebuah putusan


	Putusan Hakim PTUN
	10.1 Macam – macam Putusan;

10.2 Elemen – elemen yang harus ada pada putusan.
	100 menit
	3 s/d 6, 10, 11

	11
	Mhs dapat menjelaskan proses menempuh upaya hukum
	Upaya Hukum
	11.1 Banding

11.2 Kasasi

11.3 Peninjauan Kembali
	100 menit
	3 s/d 6, 10, 11

	12
	Mhs dapat menjelaskan tindak lanjut dari sebuah putusan PTUN
	Follow Up Putusan (Eksekusi)
	Tata Cara eksekusi
	100 menit
	3 s/d 6, 10, 11


Keterangan Kepustakaan :
1.
Bharudin Lopa, Andi Hamzah, Niniek Suparni, Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Garfika, Jakarta, 1988.

2.   Benjamin Mangkoedilaga, Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata     Usaha Negara, Angkasa, Bandung, 1986.

3.   Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

4.   Martiman Prodjohamidjoyo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

5.   Phlipus M. Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.

6.   R. Sugijatno Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

7.   Sastro Sinuraya, Masalah Dalam Pelaksanaan Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara, Varia Peradilan No. 133, hal. 142-154.

8.   Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi, Airlangga University Press, Surabaya, 1997.

9.    UUD 1945, Amandemen ke empat.

10. UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara RI Tahun 1986  Nomor 77, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004.

11. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/036/SK/VII/1993 tentang Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

POKOK BAHASAN DAN SUBPOKOK BAHASAN 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

HKA 302 – 2 SKS
1. Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
a. Pengertian Hukum Acara
b. Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
c. Perbedaan antara peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan perdata 
2. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Alasan-alasan pemberlakuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Pembaharuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Kreteria Menilai Perpajakan Daerah 

d. Tolok Ukur Menilai Perpajakan Daerah 

e. Tujuan Pembaharuan Perpajakan Daerah

4. Pajak Daerah Propinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

5. Pajak Daerah Kabupaten/Kota 
a. Pajak Hotel 
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

6. Obyek dan Golongan Retribusi Daerah

a.   Retribusi Jasa Urnum

b.   Retribusi Jasa Usaha

c.   Retribusi Perizinan Tertentu

7.   Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Pajak Daerah 
a   Pemungutan 
b.   Pembayaran 
c.   Penagihan

8.   Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Retribusi Daerah 
a.   Perhitungan
 

b.   Pemungutan 
c.   Landasan Teori Retribusi Bagi Pernerintah Daerah

9.   Sistem Perpajakan Daerah Di Indonesia 
a  Pajak Daerah sebagai sumber PAD 
b. Sistem Pengenaan Pajak Daerah 
c. Aspek keadilan daiam pengenaan pajak daerah 
d. Prinsip pengenaan pajak yang adil

e.  Pajak iangsung dan pajak tidak langsung dalam perpajakan daerah
f.  Dampak pengenaan pajak daerah

10. Sistem Retribusi Daerah Di Indonesia

a.   Dasar-dasar pengenaan dan pengelolaan retribuai daerah 
b.   Tingkat pengenaan retribusi daerah
c.
Perkiraan biaya retribusi daerah
d.
Retribiisi daerah di atas biaya
e.
Retribusi daerah di bawah biaya
 f.
Penilaian terhadap retribusi daerah

11.
Prosedur Keberatan, Banding, dan Pembetulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

a   Prosedur Keberatan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
b.  Prosedur Banding terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

c.  Tata Cara Pembetulan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

d   Tata Cara Pembatalan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

e.   Tata Cara Pengurangan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
12. Ketentuan Khusus, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Kasus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
a   Ketentuan Khusus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

b.   Ketentuan Pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
c.   Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi terhadap Kasus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
d.  Tata Cara Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Kasus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

e.   Aparat yang Berwenang Melakukan Penyidikan dan Penyidikan terhadap Kasus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
KULIAH KE-1

1.
Identitas Perkuliahan:


a. Mata kuliah

: Hukum Pajak dan Retribusi Daerah


b. Kode mata kuliah
: HKA 310, 2 SKS


c. Waktu kuliah

: 100 menit
2.   Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 
a.   Pokok Bahasan

Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
b.    Subpokok Bahasan
1.   Pengertian dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.   Lingkup Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.   Kaitan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan PAD
4.   Dasar Hukum Pemberlakuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.
Tujuan Perkuliahan
a. Tujuan Instruksional Ummn (TIU)
Mahasiswa mampu menganalisis pengertian dan dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah 

b. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Mahasiswa mampu:

1. menjelaskan secara rinci dan sitemais pengertian dan arti pentingnya pajak daerah

2. menjelaskan secara rinci dan sistematis pengertian dan arti pentingnya retribusi daerah
3. menjelaskan secara rinci sistematika hubungan antara perpajakan daerah dengan PAD
4. menjelaskan ruang lingkup studi pajak daerah dan retribuisi daerah
5. menjelaskan dasar hukum pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah
4.   Kegiatan Proses BelajarMengajar        
a. Dosen melaksanakan kuliah mimbar, memberikan latihan dan umpan balik dengan menggunakan media pengajaran dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib, mencatat materi kuliah yang diberikan dosen., mengajukan pertanyaan/tanggapan, mengerjakan latihan dan tugas mandiri yang diberikan dosen sesuai dengan pokok bahasan
5.  Evaluasi
a. Dosen   melakukan   tanya   jawab    dengan   mahasiswa   guna   mengetahui pemahamannya tentang materi pokok bahasan sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa ditugaskan membaca ulang catatan kuliah dan melengkapinya dengan bahan yang direferensikan dosen. 

c. Hasil  evaluasi yang  dapat  diamati  sepintas  adalah kualitas jawaban lisan mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus.
6.   Referensi

a. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah Di Indonesia, Ahmad Yani, 2002, Bab IV hal, 45-55
b. Panduan lengkap Otonomi Daerah, Dadang Solihin dan Putut Marhayudi, 2002, Bab XX dan Bab XXI, hai. 261-285. 
c. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, M. Suparmoko,2002, Bab IV cian Bab VI, hal. 60-63 dan hal. 85. 
d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 
f. Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
KULIAH KE-2
1.
Identitas Perkuliahan
a. Nama Mata kuliah 
: Hukum Pajak dan Retribusi Daerah
b. Kopel dan SKS
: HKA 310, 2 SKS
c. Waktu

: 100 menit
2.
Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 

a.    Pokok Bahasan 



Sejarah Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

b.
Bahasan
1. Pemberlakuan Pajak Daerah di Indonesia 
2. Sejarah pemberlakuan Retribusi Daerah di Indonesia
3. Alasan-alasn pemberlakuan pajak daerah 
4. Alasan-alasan pemberlakuan retribusi daerah
3.
Tujuan Perkuliahan
a.   Tujuan Instruksional Umum (TIU)
Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah
b.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Mahasiswa mampu:
1. menjelaskan dengan rinei sejarah pemberlakuan pajak daerah di Indonesia
2. menjelaskan dengan rinci sejarali pemberlakuan retribusi daerah di Indonesia
3. menjelaskan  dengan rinci  alasan-alasan pemberlakuan pajak daerah di Indonesia
4. menjelaskan dengan rinci alasan-alasan pemberlakuan retribusi daerah di Indonesia.
4.   Kegiatan Proses Belajar Mengajar        
a. Dosen melaksanakan kuliah mimbar, memberikan latihan dan umpan balik dengan menggunakan media pengajaran dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib, mencatat materi kuliah yang diberikan dosen., mengajukan pertanyaan/tanggapan, mengerjakan latihan dan tugas mandiri yang diberikan dosen sesuai dengan pokok bahasan
5.  Evaluasi
a. Dosen   melakukan   tanya   jawab    dengan   mahasiswa   guna   mengetahui pemahamannya tentang materi pokok bahasan sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa ditugaskan membaca ulang catatan kuliah dan melengkapinya dengan bahan yang direferensikan dosen. 

c. Hasil  evaluasi yang  dapat  diamati  sepintas  adalah kualitas jawaban lisan mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus.
6.   Referensi

a. Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid 1, Mansury R., 1994, Bab IIL hal. 51-61

b. Perpajakan Di Indonesia, Azhari A. Samudera, 1995, Bab II dan Bab II, hal. 30-73. 

c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemasukan Pajak Daerah di Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Tesis S2 Unpad, Yuswanto, 1998, Bab II,hal. 34-51. 

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan  Daerah-daerah  yang  Berhak  Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. 

e. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
f. Undang-Undang Darurat Nomor  12 Tahun  1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.  
i.
Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

KULIAH KE-3
1.
Identitas Perkuliahan:


a. Mata kuliah

: Hukum Pajak dan Retribusi Daerah


b. Kode mata kuliah
: HKA 310, 2 SKS


c. Waktu kuliah

: 100 menit

2.   Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 

a.   Pokok Bahasan

Pembaharuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b.    Subpokok Bahasan
1.   Pengertian Pembaharuan pajak daerah dan retribusi daerah
2.   Alasan-alasan pembaharuan pajak daerah dan retribusi daerah
3.   Kriteria menilai pajak daerah dan retribusi daerah
4.   Tolok ukur menilai pajak daerah dan retribusi daerah
5.   Tujuan pembaharuan pajak daerah dan retribusi daerah
3.
Tujuan Perkuliahan
a   Tujuan Instruksional Umum (TIU) 
Mahasiswa mampu menganalisis pembaharuan pajak daerah dan retribusi daerah.

b   Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Mahasiswa mampu:
1. menjelaskan dengan rinci mengenai arti penting pembaharuan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. menjelaskan dengan rinci mengenai alasan-alasan dilakukannya pembaharuan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. menjelaskan dengan rinci mengenai kreteria menilai pajak daerah dan retribusi daerah.
4. menjelaskan dengan rinci mengenai tolok ukur menilai pajak daerah dan retribusi daerah.

5.
menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai tujuan dilakukannya pembaharuan pajak daerah dan retribusi daerah.
4.   Kegiatan Proses BelajarMengajar        
a. Dosen melaksanakan kuliah mimbar, memberikan latihan dan umpan balik dengan menggunakan media pengajaran dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib, mencatat materi kuliah yang diberikan dosen., mengajukan pertanyaan/tanggapan, mengerjakan latihan dan tugas mandiri yang diberikan dosen sesuai dengan pokok bahasan
5.  Evaluasi
a. Dosen   melakukan   tanya   jawab    dengan   mahasiswa   guna   mengetahui pemahamannya tentang materi pokok bahasan sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa ditugaskan membaca ulang catatan kuliah dan melengkapinya dengan bahan yang direferensikan dosen. 

c. Hasil  evaluasi yang  dapat  diamati  sepintas  adalah kualitas jawaban lisan mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus.
6.   Referensi
a. Pembiayaan Pemerintah Daerah, K.J. Davey, 1988, Bab II, hal. 39-58.
b. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Nick Devas (ed al), 1989, Bab II? hal. 58-90.
c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemasukan Pajak daerah Di Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Lampung, Tesis S2 Unpad, Yuswanto,1998, Bab III, hal. 158-178,
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Daerah. 
e. Peraturan Pernerintah Nornor 1 9 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. 
f. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
KULIAH KE-4
1.
Identitas Perkuliahan:


a. Mata kuliah

: Hukum Pajak dan Retribusi Daerah


b. Kode mata kuliah
: HKA 310, 2 SKS


c. Waktu kuliah

: 100 menit

2.   Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 

a.   Pokok Bahasan

Pajak Daerah Propinsi
b.    Subpokok Bahasan
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
3.
Tujuan Perkuliahan


a.
Tujuan Instruksional Umum (TIU)



Mahasiswa mampu menganalisis mengenai pajak daerah propinsi.


b.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

1. menjelaskan dengan rinci mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. menjelaskan dengan rinci mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. menjelaskan dengan rinci mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
4. menjelaskan dengan rinci mengenai Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
4.   Kegiatan Proses BelajarMengajar        
a. Dosen melaksanakan kuliah mimbar, memberikan latihan dan umpan balik dengan menggunakan media pengajaran dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus. 
b. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib, mencatai materi kuliah yang diberikan dosen., mengajukan pertanyaan/tanggapan, mengerjakan latihan dan tugas mandiri yang diberikan dosen sesuai dengan pokok bahasan
5.  Evaluasi
a. Dosen   melakukan   tanya   jawab    dengan   mahasiswa   guna   mengetahui pemahamannya tentang materi pokok bahasan sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa ditugaskan membaca ulang catatan kuliah dan melengkapinya dengan bahan yang direferensikan dosen. 

c. Hasil  evaluasi yang  dapat  diamati  sepintas  adalah kualitas jawaban lisan mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus.
6.   Referensi
a. Panduan Lengkap Otonomi Daerah, Dadang Solihin dan Putut Marhayudi, 2002, Bab XX, hal. 264-275.
b. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia, Ahmad Yani, 2002, Bab IV, hal. 45-47. 
c. Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, M. Suparmoko, 2002, Bab IV, hal. 63-65.    
d. Tanya Jawab Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hadi Setia Tunggal, 1999, Bab 3, hal. 12-13.    
e. Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
KULIAH KE-5
1.
Identitas Perkuliahan:


a. Mata kuliah

: Hukum Pajak dan Retribusi Daerah


b. Kode mata kuliah
: HKA 310, 2 SKS


c. Waktu kuliah

: 100 menit

2.   Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 

a.   Pokok Bahasan

Pajak Daerah Kabupaten/Kota
b.    Subpokok Bahasan

1. Pajak hotel


2. Pajak restoran


3. Pajak hiburan


4. Pajak reklame


5. Pajak penerangan jalan


6. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C


7. Pajak parkir

3.
Tujuan Perkuliahan


a.
Tujuan Instruksional Umum (TIU)



Mahasiswa mampu menganalisis mengenai pajak daerahkabupaten/kota.


b.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

1. menjelaskan dengan rinci mengenai pajak hotel.

2. menjelaskan dengan rinci mengenai pajak restoran.
3. menjelaskan dengan rinci mengenai pajak hiburan.

4. menjelaskan dengan rinci mengenai pajak reklame.

5. menjelaskan dengan rinci mengenai pajak penerangan jalan.

6. menjelaskan dengan rinci mengenai pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

7. menjelaskan dengan rinci mengenai pajak parkir.

4.   Kegiatan Proses BelajarMengajar        
a. Dosen melaksanakan kuliah mimbar, memberikan latihan dan umpan balik dengan menggunakan media pengajaran dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus. 
b. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib, mencatat materi kuliah yang diberikan dosen., mengajukan pertanyaan/tanggapan, mengerjakan latihan dan tugas mandiri yang diberikan dosen sesuai dengan pokok bahasan
5.  Evaluasi
a. Dosen   melakukan   tanya   jawab    dengan   mahasiswa   guna   mengetahui pemahamannya tentang materi pokok bahasan sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa ditugaskan membaca ulang catatan kuliah dan melengkapinya dengan bahan yang direferensikan dosen. 

c. Hasil  evaluasi yang  dapat  diamati  sepintas  adalah kualitas jawaban lisan mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus.
6.
Referensi

a. Tanya Jawab Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Hadi Setia Tunggal, 1999, Bab 3, hal. 13-15. 
b. Panduan Lengkap Otonomi Daerah., Dadang Solihin dan Putut Marhayudi, 2002, Bab XX, hal. 275-282. 
c. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia, AhmadYani, 2002, Bab IV, hal. 45-54. 
d. Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, M. Suparmoko, 2002, Bab 4, hal. 66-69.
e. Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
KULIAH KE-6
1.
Identitas Perkuliahan:


a. Mata kuliah

: Hukum Pajak dan Retribusi Daerah


b. Kode mata kuliah
: HKA 310, 2 SKS


c. Waktu kuliah

: 100 menit

2.   Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 

a.   Pokok Bahasan

Obyek dan Golongan Retribusi

b.    Subpokok Bahasan
1. Retribusi jasa umum

2. Retribusi jasa usaha

3. Retribusi perizinan tertentu

3.
Tujuan Perkuliahan

a.
Tujuan Instruksional Umum (TIU)



Mahasiswa mampu menganalisis obyek dan penggolongan retribusi.

b.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

1. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai obyek dan golongan retribusi jasa umum.
2. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai obyek dan golongan retribusi jasa usaha.
3. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai obyek dan golongan retribusi perizinan tertentu.
4.   Kegiatan Proses Belajar Mengajar        
a. Dosen melaksanakan kuliah mimbar, memberikan latihan dan umpan balik dengan menggunakan media pengajaran dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus. 
b. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib, mencatat materi kuliah yang diberikan dosen., mengajukan pertanyaan/tanggapan, mengerjakan latihan dan tugas mandiri yang diberikan dosen sesuai dengan pokok bahasan
5.  Evaluasi
a. Dosen   melakukan   tanya   jawab    dengan   mahasiswa   guna   mengetahui pemahamannya tentang materi pokok bahasan sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa ditugaskan membaca ulang catatan kuliah dan melengkapinya dengan bahan yang direferensikan dosen. 

c. Hasil  evaluasi yang  dapat  diamati  sepintas  adalah kualitas jawaban lisan mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus.
6.
Referensi

a. Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, M. Suparmoko, 2002, Bab 6, hal. 86-93.
b. Panduan Lengkap Otonomi Daerah., Dadang Solihin dan Putut Marhayudi, 2002, Bab XXI, hal. 285-291 
c. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia, AhmadYani, 2002, Bab IV, hal. 56-64. 
d. Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
KULIAH KE-7
1.
Identitas Perkuliahan:


a. Mata kuliah

: Hukum Pajak dan Retribusi Daerah


b. Kode mata kuliah
: HKA 310, 2 SKS


c. Waktu kuliah

: 100 menit

2.   Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 

a.   Pokok Bahasan

Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak daerah
b.    Subpokok Bahasan
1. Pengertian pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak daerah
2. Tata cara pemungutan pajak daerah
3. Tata cara pembayaran pajak daerah
4. Tata cara penagihan pajak daerah

5. Pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak daerah.
3.
Tujuan Perkuliahan


a.
Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Mahasiswa mampu menganalisis tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak daerah.

b.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

1. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai arti dan makna pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak daerah.
2. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai tata cara pemungutan, pajak daerah.
3. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai tata cara pembayaran dan pajak daerah.

4. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai tata cara penagihan pajak daerah.

5. menjelaskan dengan rinci mengenai pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak daerah.
4.   Kegiatan Proses Belajar Mengajar        
a. Dosen melaksanakan kuliah mimbar, memberikan latihan dan umpan balik dengan menggunakan media pengajaran dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus. 
b. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib, mencatat materi kuliah yang diberikan dosen., mengajukan pertanyaan/tanggapan, mengerjakan latihan dan tugas mandiri yang diberikan dosen sesuai dengan pokok bahasan
5.  Evaluasi
a. Dosen   melakukan   tanya   jawab    dengan   mahasiswa   guna   mengetahui pemahamannya tentang materi pokok bahasan sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa ditugaskan membaca ulang catatan kuliah dan melengkapinya dengan bahan yang direferensikan dosen. 

c. Hasil  evaluasi yang  dapat  diamati  sepintas  adalah kualitas jawaban lisan mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus.
6.
Referensi

a. Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, M. Suparmoko, 2002, Bab V, hal. 71-84.
b. Panduan Lengkap Otonomi Daerah., Dadang Solihin dan Putut Marhayudi, 2002, Bab X, hal. 283 
c. Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
KULIAH KE-8
1.
Identitas Perkuliahan:


a. Mata kuliah

: Hukum Pajak dan Retribusi Daerah


b. Kode mata kuliah
: HKA 310, 2 SKS


c. Waktu kuliah

: 100 menit

2.   Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 

a.   Pokok Bahasan

Tata cara perhitungan dan pemungutan retribusi daerah

b.    Subpokok Bahasan

1. Tata cara perhitungan retribusi daerah

2. Tata cara pemungutan retribusi daerah

3. Landasan teori retribusi bagi pemerintah daerah

4. Retribusi daerah dalam praktik
3.
Tujuan Perkuliahan


a.
Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Mahasiswa mampu menganalisis tata cara tata cara perhitungan dan pemungutan retribusi daerah


b.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

1. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai tata cara perhitungan retribusi daerah

2. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai tata cara tata cara pemungutan retribusi daerah

3. menjelaskan dengan rinci mengenai landasan teori retribusi bagi pemerintah daerah

4. menjelaskan dengan rinci mengenai kondisi aktual retribusi daerah dalam praktiknya sehari-hari.
4.   Kegiatan Proses Belajar Mengajar        
a. Dosen melaksanakan kuliah mimbar, memberikan latihan dan umpan balik dengan menggunakan media pengajaran dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus. 
b. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib, mencatat materi kuliah yang diberikan dosen., mengajukan pertanyaan/tanggapan, mengerjakan latihan dan tugas mandiri yang diberikan dosen sesuai dengan pokok bahasan
5.  Evaluasi
a. Dosen   melakukan   tanya   jawab    dengan   mahasiswa   guna   mengetahui pemahamannya tentang materi pokok bahasan sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa ditugaskan membaca ulang catatan kuliah dan melengkapinya dengan bahan yang direferensikan dosen. 

c. Hasil  evaluasi yang  dapat  diamati  sepintas  adalah kualitas jawaban lisan mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus.
6.
Referensi

a. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Nick Devas dkk, 1989, Bab 3? hal. 91-117
b. Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, M. Suparmoko, 2002, Bab 6, hal. 85-95.
c. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia, AhmadYani, 2002, Bab IV, hal. 55-66. 

d. Panduan Lengkap Otonomi Daerah., Dadang Solihin dan Putut Marhayudi, 2002, Bab XXI, hal. 291-293 

e. Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
KULIAH KE-9
1.
Identitas Perkuliahan:


a. Mata kuliah

: Hukum Pajak dan Retribusi Daerah


b. Kode mata kuliah
: HKA 310, 2 SKS


c. Waktu kuliah

: 100 menit

2.   Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 

a.   Pokok Bahasan

Sistem perpajakan daerah di Indonesia
b.    Subpokok Bahasan
1. Pajak daerah sebagai sumber PAD
2. Sistem pengenaan pajak daerah di Indonesia
3. Aspek keadilan (equety) dalam pengenaan pajak daerah
4. Prinsip pengenaan pajak daerah yang adil (equal sacrifice)
5. Pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam perpajakan daerah
6. Dampak pengenaan pajak daerah
3.
Tujuan Perkuliahan


a.
Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Mahasiswa mampu menganalisis menganalisis sistem perpajakan daerah di Indonesia

b.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

1. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai pajak daerah sebagai sumber PAD
2. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai mistem pengenaan pajak daerah di Indonesia
3. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai aspek keadilan (equety) dalam pengenaan pajak daerah
4. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai prinsip pengenaan pajak daerah yang adil (equal sacrifice)
5. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam perpajakan daerah
6. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai dampak pengenaan pajak daerah
4.   Kegiatan Proses Belajar Mengajar        
a. Dosen melaksanakan kuliah mimbar, memberikan latihan dan umpan balik dengan menggunakan media pengajaran dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus. 
b. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib, mencatat materi kuliah yang diberikan dosen., mengajukan pertanyaan/tanggapan, mengerjakan latihan dan tugas mandiri yang diberikan dosen sesuai dengan pokok bahasan
5.  Evaluasi
a. Dosen   melakukan   tanya   jawab    dengan   mahasiswa   guna   mengetahui pemahamannya tentang materi pokok bahasan sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa ditugaskan membaca ulang catatan kuliah dan melengkapinya dengan bahan yang direferensikan dosen. 

c. Hasil  evaluasi yang  dapat  diamati  sepintas  adalah kualitas jawaban lisan mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus.
6.
Referensi

a. Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, M. Suparmoko, 2002, Bab 5, hal.71-83.

b. Pembiayaan Pemerintah Daerah, K.J. Davey, 1988, Bab IV hal. 39-59.
c. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Nick Devas dkk, 1989, Bab 1 hal. 1-57
d. Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
KULIAH KE-10
1.
Identitas Perkuliahan:


a. Mata kuliah

: Hukum Pajak dan Retribusi Daerah


b. Kode mata kuliah
: HKA 310, 2 SKS


c. Waktu kuliah

: 100 menit

2.   Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 

a.   Pokok Bahasan

Sistem retribusi daerah di Indonesia

b.    Subpokok Bahasan
1. Dasar-dasar pengenaan retribusi daerah
2. Tingkat pengenaan retribusi daerah
3. Retribusi daerah di atas biaya
4. Retribusi daerah di bawah biaya
5. Penilaian terhadap retribusi daerah
3.
Tujuan Perkuliahan


a.
Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Mahasiswa mampu menganalisis menganalisis sistem retribusi daerah di Indonesia

b.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

1. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai dasar-dasar pengenaan retribusi daerah
2. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai tingkat pengenaan retribusi daerah
3. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai retribusi daerah di atas biaya
4. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai retribusi daerah di bawah biaya
5. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai penilaian terhadap retribusi daerah
4.   Kegiatan Proses Belajar Mengajar        
a. Dosen melaksanakan kuliah mimbar, memberikan latihan dan umpan balik dengan menggunakan media pengajaran dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus. 
b. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib, mencatat materi kuliah yang diberikan dosen., mengajukan pertanyaan/tanggapan, mengerjakan latihan dan tugas mandiri yang diberikan dosen sesuai dengan pokok bahasan
5.  Evaluasi
a. Dosen   melakukan   tanya   jawab    dengan   mahasiswa   guna   mengetahui pemahamannya tentang materi pokok bahasan sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa ditugaskan membaca ulang catatan kuliah dan melengkapinya dengan bahan yang direferensikan dosen. 

c. Hasil  evaluasi yang  dapat  diamati  sepintas  adalah kualitas jawaban lisan mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus.
6.
Referensi

a. Pembiayaan Pemerintah Daerah, K.J. Davey, 1988, Bab 9 hal. 132-153
b. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Nick Devas dkk, 1989, Bab 3 hal. 91-117
c. Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
KULIAH KE-11
1.
Identitas Perkuliahan:


a. Mata kuliah

: Hukum Pajak dan Retribusi Daerah


b. Kode mata kuliah
: HKA 310, 2 SKS


c. Waktu kuliah

: 100 menit

2.   Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 

a.   Pokok Bahasan

Prosedur Keberatan, Banding, dan Pembetulan Pajak Daerah & Retribusi Daerah
b.    Subpokok Bahasan
1. Prosedur keberatan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Prosedur banding terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Tata cara pembetulan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Tata cara pembatalan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Tata cara pengurangan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3.
Tujuan Perkuliahan


a.
Tujuan Instruksional Umum (TIU)


Mahasiswa mampu menganalisis prosedur keberatan, banding, dan pembetulan pajak daerah & retribusi daerah

b.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

1. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai prosedur keberatan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai prosedur banding terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai tata cara pembetulan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
4. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai tata cara pembatalan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
5. menjelaskan dengan rinci dan sistematis mengenai tata cara pengurangan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
4.   Kegiatan Proses Belajar Mengajar        
a. Dosen melaksanakan kuliah mimbar, memberikan latihan dan umpan balik dengan menggunakan media pengajaran dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus. 
b. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib, mencatat materi kuliah yang diberikan dosen., mengajukan pertanyaan/tanggapan, mengerjakan latihan dan tugas mandiri yang diberikan dosen sesuai dengan pokok bahasan
5.  Evaluasi
a. Dosen   melakukan   tanya   jawab    dengan   mahasiswa   guna   mengetahui pemahamannya tentang materi pokok bahasan sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa ditugaskan membaca ulang catatan kuliah dan melengkapinya dengan bahan yang direferensikan dosen. 

c. Hasil  evaluasi yang  dapat  diamati  sepintas  adalah kualitas jawaban lisan mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus.
6.
Referensi
a. Panduan Lengkap Otonomi Daerah., Dadang Solihin dan Putut Marhayudi, 2002, Bab XXI, hal. 283-293 

b. Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 65Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
KULIAH KE-12
1.
Identitas Perkuliahan:


a. Mata kuliah

: Hukum Pajak dan Retribusi Daerah


b. Kode mata kuliah
: HKA 310, 2 SKS


c. Waktu kuliah

: 100 menit

2.   Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 

a.   Pokok Bahasan

Ketentuan Khusus, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Kasus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

b.    Subpokok Bahasan

1. Ketentuan khusus pajak daerah dan retribusi daerah
2. Ketentuan Pidana pajak daerah dan retribusi daerah   
3. Tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggar pajak daerah dan retribusi daerah
4. Tata cara penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pajak daerah dan retribusi daerah
5. Aparat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pajak daerah dan retribusi daerah
3.
Tujuan Perkuliahan


a.
Tujuan Instruksional Umum (TIU)


Mahasiswa mampu menganalisis ketentuan khusus, ketentuan pidana, dan penyidikan kasus pajak daerah dan retribusi daerah .


b.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

1. menjelaskan dengan rinci mengenai ketentuan khusus pajak daerah dan retribusi daerah.
2. menjelaskan dengan rinci mengenai ketentuan Pidana pajak daerah dan retribusi daerah.
3. menjelaskan dengan rinci mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggar pajak daerah dan retribusi daerah.
4. menjelaskan dengan rinci mengenai tata cara penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pajak daerah dan retribusi daerah.
5. menjelaskan dengan rinci mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penjatuhan sanksi dalam kasus pajak daerah dan retribusi daerah.
4.   Kegiatan Proses Belajar Mengajar        
a. Dosen melaksanakan kuliah mimbar, memberikan latihan dan umpan balik dengan menggunakan media pengajaran dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus. 
b. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib, mencatat materi kuliah yang diberikan dosen., mengajukan pertanyaan/tanggapan, mengerjakan latihan dan tugas mandiri yang diberikan dosen sesuai dengan pokok bahasan
5.  Evaluasi
a. Dosen   melakukan   tanya   jawab    dengan   mahasiswa   guna   mengetahui pemahamannya tentang materi pokok bahasan sesuai dengan Tujuan Instruksional Khusus. 

b. Mahasiswa ditugaskan membaca ulang catatan kuliah dan melengkapinya dengan bahan yang direferensikan dosen. 

c. Hasil  evaluasi yang  dapat  diamati  sepintas  adalah kualitas jawaban lisan mahasiswa berdasarkan Tujuan Instruksional Khusus.
6.
Referensi
a. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.
b. Undang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2002  tentang Peradilan Pajak
d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
